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Pengaruh Pemahaman Sistem E-billing, Kualitas Sistem, Sanksi Pajak dan 
Gender terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 
Membayar Pajak Pada KPP Pratama Tegal 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman 
sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak dan gender terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak  orang pribadi dalam membayar pajak. Lokasi penelitian 
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa kuisioner. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik random 
sampling dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 22.0. 
 Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman sistem e-
billing, kualitas sistem, sanksi pajak dan gender berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian 
secara simultan menunjukkan bahwa pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, 
sanksi pajak dan gender berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 
  
Kata Kunci : pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak, gender, 
















Effect of Understanding of E-billing System, System Quality, Tax Sanction and 
Gender on the Compliance Level of Individual Taxpayers in Paying Taxes at 
Tegal Primary Tax Office 
 This research was conducted to determine the effect of understanding e-
billing systems, system quality, tax sanctions and gender on the level of 
compliance of individual taxpayers in paying taxes. The location of the study was 
conducted at the Tegal Pratama Tax Office. This research is a quantitative study 
using primary data sources in the form of questionnaires. The method of data 
collection in this study used a random sampling technique with a sample of 100 
respondents. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis 
with the help of the SPSS 22.0 program. 
 The results of the study partially show that understanding e-billing 
systems, system quality, tax and gender sanctions significantly influence the level 
of individual taxpayer compliance. While the results of the study simultaneously 
show that understanding e-billing systems, system quality, tax and gender 
sanctions significantly influence the level of individual taxpayer compliance. 
  
Keywords : understanding of e-billing system, system quality, tax sanctions,          
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan sumber penghasilan negara terbesar di Indonesia, 
oleh karena itu pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik, 
Penghasilan pajak diharapkan terus meningkat setiap tahunnya untuk 
memenuhi kebutuhan Negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana pajak merupakan 
penghasilan yang sangat potensial bagi Negara setiap tahun. Besarnya 
peran pajak dalam membiayai pembangunan juga dapat dilihat dari total 
penerimaan pajak tahun 2017 yang mencapai Rp.1.498,9 triliun atau 
85,6%. Hal ini tentu bukanlah angka yang kecil dari keseluruhan 
penerimaan APBN, maka dari dalam perekonomian Indonesia penerimaan 
pajak sangatlah mempunyai peranan yang baik. Target penerimaan pajak 
tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017  yaitu sebesar 10% atau mencapai 
Rp.1.618,1 triliun.  
Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan 
mencatat, penerimaan negara dari  pajak mencapai Rp 156,8 triliun atau 
11,32 persen hingga 7 Maret 2018, dari target perolehan pajak tahun ini 
Rp 1.424,7 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) Robert Pakpahan mengungkapkan, capaian pajak dari Januari 





tumbuh 19,06 persen, dari periode yang sama pada tahun lalu,diluar Pajak 
Penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi (Migas). Menurut Robert, “PBB 
memang cenderung turun, PPh migas belum setor   saja ini. Tapi  secara 
total growth-nya 19,06,” Penerimaan negara dari pajak sampai 7 Maret 
2018 tersebut terdiri dari PPh nonmigas, sebesar Rp 88,7 triliun, atau 10,8 
persen dari target. PPh nonmigas tumbuh 20,26 persen dari periode yang 
sama tahun lalu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 67 triliun atau 12,3 persen dari 
target. PPN dan PPnBM tumbuh 18,37 persen dari periode yang sama 
tahun lalu. Pajak Bumi Bangunan (PBB) tercatat minus Rp 133,9 miliar, 
atau 0,77 persen dari target. PBB mencatatkan pertumbuhan minus 134,9 
persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pajak lainnya sebesar Rp 
1,2 triliun, atau 12,7 persen dari target. Pajak lainnya tumbuh 28,28 persen 
dari periode yang sama tahun lalu. 
Pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang melarikan diri 
dari pembayaran pajak akibat tidak paham arti pentingnya pajak. Hal 
tersebut dikarenakan  perbedaan cara menghitung antara komersial 
dengan fiskal yang menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus 
dibayar. Perbedaan ini dapat merugikan wajib pajak maupun pemerintah 
karena bisa jadi lebih bayar atau kurang bayar pajak. Selain perbedaan atas 
jumlah pajak, masih ada wajib pajak yang tidak patuh pajak serta 
menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. 





menuntut dapat kemudahan dari proses menghitung, melaporkan hingga 
melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi 
dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 
melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 
menghitung dan membayar pajak terhutang. Ketidakpatuhan wajib pajak 
yang terjadi pada kantor pelayanan pajak pratama Tegal dapat dilihat dari 
wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 sebanyak 282.598 tetapi yang 
melapor SPT hanya 128.077. Sedangkan  pada tahun 2016  jumlah wajib 
pajak yang terdaftar sebanyak 251.767 tetapi yang melapor SPT hanya 
159.087. Dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah 
wajib pajak yang melapor SPT, masih banyak wajib pajak orang pribadi 
yang tidak patuh untuk melaporkan SPT-nya. 
Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara dari 
sektor fiskal yaitu diterapkannya Self Assessment System. Dalam Self 
Assessment System wajib pajak diharuskan secara proaktif menghitung, 
menyetor dan melaporkan pajak sendiri,menuntut semua pihak mampu 
memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Seiring 
perkembangan zaman, teknologi informasi semakin mengalami kemajuan 
yang cukup pesat. Untuk itu, dalam menghadapi perkembangan teknologi 
yang semakin pesat, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mau 
ketinggalan menggunakan teknologi tersebut untuk digunakan dan 
dimanfaatkan supaya mempermudah pembayaran pajak. Makadari itulah 





e-registration, e-filling, e-SPT, dan e-billing. Dengan adanya pembaharuan 
sistem pada kantor pajak, Diharapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak pajak dalam membayar pajak yang akan membantu perekonomian di 
Indonesia. 
E-System merupakan cara terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, semua 
rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah 
terintegrasi dengan kantor pajak. Pada E-system terdapat E-Registration 
yang merupakan metode untuk melakukan pendaftaran secara online. E-
filling merupakan metode untuk pengisian SPT secara online. E-SPT 
merupakan motode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan 
dapat diisi dan dikirimkan kembali. Serta E-billing merupakan metode 
untuk pembayaran pajak secara online dengan cara memasukkan kode 
billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, 
diharapkannya dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak 
dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan 
kapan pun oleh Wajib Pajak.  
Menurut Direktorat Jenderal Pajak system E-Billing adalah cara 
pembayaran pajak secara elektronika dengan menggunakan kode Billing 
(berupa 15 digit kode angka) yang diterbitkan melalui system billing, 
sehingga dalam proses pembayaran pajak tanpa perlu membuat surat 
setoran pajak (SPP) manual. System E-billing sangat bermanfaat, mudah 





pengguanaanya dan berminat pada penggunaan system e-billing serta 
bersedia melakukan pembayaran pajaknya dengan system E-Billing baik 
dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan mau 
merekomendasikan kepada wajib pajak lainnya.  
Kualitas sistem E-Billing juga perlu diperhatikan dalam menjalankan 
fungsinya, seperti daya tahan, kehandalan, kemudahan operasi dan 
meningkatkan akurasi serta atribut berharga lainnya. Kualitas sistem dapat 
diartikan bahwa  karakteristik kualitas yang diinginkan pengguna dari 
sistem informasi itu sendri. Kualitas sistem e-billing diharapkan  dapat 
meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Hal ini dibuktikan oleh Pratami (2017) yang menunjukkan bahwa e-
registration, e-SPT, e-filing dan e-billing berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Laraswati, M. dkk 
(2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman sistem e-billing dan 
pelaksanaan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM sedangkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak 
secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Hadyan, D.(2017) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Namun demikian, penelitian ini lebih memfokuskan pada perbedaan 
preferensi ketaatan/kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi laki-
laki dan wajib pajak orang pribadi perempuan di kota Tegal. Pada uraian 





System E-Billing, Kualitas sistem, Sanksi pajak, dan Gender Terhadap  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak 

























1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai beriukut : 
1. Apakah pemahaman system e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak 
dan gender berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal ? 
2. Apakah pemahaman system e-billing berpengaruh positif terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal ? 
3. Apakah kualitas sistem berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal ? 
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal ? 
5. Apakah Gender berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal ? 
6. Apakah terdapat perbedaan pemahaman sistem e-billing, kualitas 
sistem, sanksi pajak dan kepatuhan pajak antara wajib pajak orang 







1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi 
pajak dan gender berpengaruh secara simultan terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal 
2. Untuk mengetahui pemahaman sistem e-billing berpengaruh positif 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
3. Untuk mengetahui kualitas sistem berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal 
4. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal 
5. Untuk mengetahui gender berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal 
6. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman sistem e-billing, kualitas 
sistem, sanksi pajak dan kepatuhan pajak antara wajib pajak orang 







Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Bagi Instansi terkait 
Sebagai bahan informasi pelengkap serta pertimbangan bagi pihak- 
pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dan 
sebagai  masukan bagi petugas  pajak dalam memberikan gambaran 
mengenai pengaruh pemahaman sistem E-billing, kualitas sistem, 
sanksi pajak dan gender terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 
b. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan dan masukan 
dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis. 
c. Bagi Universitas  
Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber kepustakaan di 















2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Bakti 
Teori ini menekankan pada paham organisasi  Negara bahwa Negara 
sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 
kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan 
yang diperlukan, termasuk keputusan dalam bidang pajak. Menurut sifat 
ini, Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat 
membayar pajak sebagai tanda buktinya. Teori ini menekankan bahwa 
Negara mempunyai hak mutlak memungut pajak dari warganya, yang 
menunjukkan bakti warga terhadap Negara  yang menyelenggarakan 
berbagai kepentingan umum. 
Teori ini berpendirian bahwa tanpa Negara, individu tidak mungkin 
hidup bebas berusaha di Negara. Oleh karena itu Negara mempunyai hak 
untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak 
adanya persekutuan tidak akan individu. Teori ini terlalu menitikberatkan 
kepada Negara, yaitu individu seolah-olah tidak dapat hidup tanpa Negara, 
tetapi Negara dapat hidup tanpa individu. Oleh karena itu, persekutuan 
(yang menjelma menjadi Negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya 





membuktikan tanda buktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran 
pajak (Resmi, 2014) 
Berdasarkan hal tersebut, maka negara tempat pemungut pajak akan       
menyalurkan kembali pajak tersebut ke masyarakat dalam bentuk 
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai setiap 
pengeluaran negara. Dengan adanya teori pemungutan pajak ini, maka 
setiap warga akan menyadari mengenai alasan dilakukannya pemungutan 
pajak. 
2.1.2  Pajak 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa yang timbal 
balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). 
Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, menurut 
(Sukardji, 2009) pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke 
sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan 
tidak memdapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan , yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang dapat digunakan 
sebagai alat pendorong,penghambat atau pencegah  untuk mencapai tujuan 
yang ada diluar bidang keuangan negara.   
Definisi pajak lainya dikemukakan oleh (Siahaan, 2010) mengatakan 
bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 





oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali     
(kontrprestasi/balas jasa) secara langsung , yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan. 
Menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.   
Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut maka dapat 
disimpulkan ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :   
1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut 
pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang.  
2. Pajak dapat dipaksakan.  
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaanya.  
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.   
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 






2.1.2.1 Fungsi Pajak   
Menurut (Mardiasmo, 2011:1) ada dua fungsi utama yang dimiliki 
pakjak, yaitu :   
a. Fungsi Budgetair  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaranya.  
Sebagai contoh, pajak dimasukan ke dalam APBN sebagai sarana 
penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi Mengatur (regulered)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang 
mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 
2.1.2.2 Pengelompokan Pajak 
Pajak dikelompokan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, 
menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 
2011:5). 
Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu :   
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh)  
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat 





Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :   
1. Pajak Subyektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contohnya Pajak penghasilan .  
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah.  
Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu :  
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah,dan Bea Materai.  
2. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 
daerah terdiri atas Pajak propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.  
Yang termasuk Pajak Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sedangkan Pajak 








2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak adalah metode atau cara bagaimana 
mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke 
kas negara. Menurut (Mardiasmo, 2011:7) terdapat tiga jenis sistem 
pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu : 
1. Official Assessment System   
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang 
oleh Wajib Pajak.  
Adapun ciri-ciri dari Official Assessment System ini adalah :  
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 
Wajib pajak bersifat pasif Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 
ketetapan pajak oleh fiskus. 
2. Self Assessment System   
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang.  
Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :   
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri.  
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang.  





3. With Holding System  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak.  
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  
Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa sistem pemungutan pajak yang 
digunakan di Indonesia adalah Self Assessment System, namun dalam 
penerapanya di lapangan, ketiga sistem tersebut digunakan oleh Wajib 
Pajak di Indonesia.  
2.1.3  E-Billing 
2.1.3.1 Definisi E-Billing 
 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-
26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik 
adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang 
diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan 
billing system. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 
Pasal 1 Angka 2, billing system adalah metode pembayaran elektronik 
dengan menggunakan kode billing. Kode Billing berdasarkan Peraturan 
Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 5 adalah 
kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis 





2.1.3.2 Tujuan E-Billing 
 
Sistem e-billing melalui website Direktorat Jendral Pajak dapat 
digunakan untuk.  
1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam  
rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.  
2. Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya human error 
dalam perekaman data pembayaran/penyetoran oleh petugas Bank/Pos 
Persepsi.  
3. Memberikan kemudahan cara pembayaran/penyetoran pajak melalui 
beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.  
4. Memberikan akses kepada Wajib Pajak untuk memonitor status atau 
realisasi pembayaran dari penyetoran pajak.  
5. Memberikan keleluasan kepada Wajib Pajak untuk merekam data 
setoran tersebut. 
2.1.4  Sanksi Pajak 
 
Menurut (Mardiasmo, 2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan 
merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan 
kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar 
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang 





sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 
39A. Berikut ini bunyi pasal 39, yaitu: 
a. Setiap orang yang dengan sengaja: 
1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak 
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. 
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya 
tidak benar atau tidak lengkap. 
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 29. 
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya. 
7. Tidak menyelengarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, 
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau 
dokumen lain. 
8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil 





diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11). 
9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun 
dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. 
Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 kali 
menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak 
pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak 
selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 
b. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberutahuan dan/atau 
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan 
permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau 
mengkreditkan pajak, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 6 
bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah 





dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan 
dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 
Kemudian di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 
39A yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja: 
1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan 
pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak 
berdasarkan transaksi yang sebenarnya. 
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan 
paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak 
dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, 
dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak 
dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, 
dan/atau bukti setoran pajak. 
 
2.1.5   Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu 
tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan  bagi segenap bangsa 
Indonesia ini  dapat dilakukan dengan menjalankan pemerintahan yang 
baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kedua fungsi ini 
bias berjalan jika didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah 





Kepatuhan wajib pajak (Santoso, 2008) adalah wajib pajak 
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, 
investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi 
baik hokum maupun administrasi. Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK 
Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak tealah mengeluarkan 
criteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang 
memenuhi criteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh 
tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak 
Tahunan maupun Pajak Masa. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan 
pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. 
Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus 
diabayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 





tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) 
masa pajak berakhir. 
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana 
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang 
mengakibatkan kerugian Negara. 
d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiscal yang dilakukan oleh 
pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 
10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP). 
Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila 
elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci 
(Ismawan, 2001) tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak 
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak 
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif 
4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil 
Jadi kesimpulan pengertian wajib pajak patuh bias disimpulkan menjadi 2, 
yaitu: 
a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
Perpajakan. Kepatuhan formal mencakup butir b dan c dari pengertian 
tersebut diatas. 
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 





Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi 
kepatuhan formal. Kepatuhan material mencakup butir a dan d pengertian 
tersebut diatas. 
Salah satu factor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya 
kepatuhan (massofa, 2008) adalah besarnya biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literature disebut sebagai 
compliance cost. Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka 
pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai administrative cost.Time out 
adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir 
SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan 
dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk 
pergi dan pulang ke kantor pajak. 
Faktor penentu Cost of Taxation dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Sacrifice of income adalah pengorbanan Wajib Pajak menggunakan 
sebagian penghasilan atau harta/uangnya untuk membayar pajak itu. 
2. Distortion cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-
perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanaya 
pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. 
Sebagai contoh adalah pajak dapat merupakan disincentive terhadap 
individu maupun perseroan dalam berkonsumsi dan berproduksi. 
3. Cost of Taxation yang ketiga adalah running cost, yakni biaya-biaya yang 





maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga “Tax operating cost” yang 
dibagi menjadi biaya untuk sector public dan sector swasta/privat. 
2.2 Studi Penelitian Terdahulu 
 
Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi untuk 
menulis penelitian ini yaitu :  
Penelitian Indrianti, I. dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan 
e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.” (Studi 
Kasus di KPP Pratama Surakarta) dengan hasil pengujian secara simultan 
menunjukkan variabel penerapan e-Registration, penerapan e-Filing, 
penerapan e-SPT, penerapan e-Billing dan penerapan e-Faktur 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengujian secara 
parsial menunjukkan variabel penerapan e-Registration, penerapan e-
Filing, penerapan e-SPT, penerapan e-Billing dan penerapan e-Faktur 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
Penelitian Laraswati, M. dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh 
Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten 
Sukoharjo.” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 
sistem e-billing dan pelaksanaan sanksi pajak secara parsial berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kualitas pelayanan 
terhadap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 





Penelitian Sulistyorini, M. dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh 
Penggunaan Sistem Administrasi e-Regristration, e-Billing, Dan e-Filling 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” (Studi Pada Wajib Pajak Orang 
Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta) dengan hasil penelitian 
menyatakan bahwa Penggunaan sistem administrasi e-Regristration, e-
Billing, dan e-Filling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib Pajak. 
Penelitian Pratami,  dkk  (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan 
E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Singaraja.” dengan hasil penelitian secara parsial menunjukkan 
bahwa, penerapan e-Registration, penerapan e-Filling, penerapan e-SPT, 
dan penerapan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian 
secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh e-System 
berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Penelitian Utami, T. dkk. (2017) yang berjudul “Pengaruh 
Pengetahuan Tentang Penggunaan E-Billing, Kualitas sistem, Kepatuhan 
Membayar Pajak Terhadap Efektifitas Pelaporan Pajak” dengan hasil 
penelitian menyatakan bahwa variable pengetahuan tentang penggunaan e-
Billing, kualitas sistem, kepatuhan membayar pajak mempunyai  pengaruh 
secara signifikan terhadap efektifitas pelaporan wajib pajak orang pribadi 





Penelitian Hadyan S, D.  (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan 
Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama 
Kabupaten Pandeglang.” dengan hasil penelitian menyatakan bahwa 
Penerapan sistem e-Billing berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang.” 
Penelitian pertiwi, A. (2017) yang berjudul “Pengaruh Sanksi 
Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan” 
(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung 
Karees) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Penelitian Kakunsi, E. dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Gender 
Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah 
Kantor Pelayanan Pajak Tahuna” dengan hasil penelitian menyatakan 
bahwa Gender tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
sedangkan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak..  
Penelitian Handayani, W. (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan 
Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi 
Pemahaman Perpajakan  (Studi Pada KPP Pratama Surabaya 
Karangpilang) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan 
billing system dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan 





pemahaman perpajakan tidak mampu memodernisasi hubungan antara 
penerapan billing system dan kepatuhan wajib pajak badan. 
















Wajib Pajak Badan.” 






Pengujian secara simultan menunjukkan 
variable penerapan e-Registration, 
penerapan e-Filling, penerapan e-SPT, 
penerapan e-Billing dan penerapan e-
Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan. Pengujian secara 
parsial menunjukkan variable penerapan e-
Registration, penerapan e-Filling, 
penerapan e-SPT, penerapan e-Billing dan 
penerapan e-Faktur berpengarh terhadap 









Kualitas Pelayanan, dan 
Pelaksanaan Sanksi 
Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM Mebel di 
Kabupaten Sukoharjo.” 
 
Pemahaman system e-billing dan 
pelaksanaan sanksi pajak secara parsial 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. Sedangkan kualitas 
pelayanan terhadap wajib pajak secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap 








Dan e-Filling Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak.” (Studi Pada 
Wajib Pajak Orang 
Pribadi Di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta) 
 
Penggunaan sistem administrasi e-
Regristration, e-Billing, dan e-Filling 
berpengaruh secara positif dan signifikan 

















Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi Dalam 
Membayar Pajak Pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama 
Singaraja.” 
Secara parsial menunjukkan bahwa, 
penerappan e-Registration, penerapan e-
Filling, penerapan e-SPT, dan penerapan e-
Billing berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian 
secara simultan menunjukkan bahwa 
penerapan seluruh e-system berpengaruh 
positif terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
 










Pengetahuan tentang penggunaan e-
Billing, kualitas system, kepatuhan 
membayar pajak berpengaruh secara 
signifian terhadap efektifitas pelaporan 













Penerapan sistem e-Billing berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 








Kesadaran Wajib Pajak 
Terhadap Kepatuhan 
Perpajakan” (Survey 
Pada Wajib Pajak 




Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib 
pajak berpengaruh secara signifikan 




“Pengaruh Gender Dan 
Tingkat Pendidikan 
Terhadap Kepatuhan 





Gender tidak terdapat pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat 
pendidikan mempunyai pengaruh terhadap 











Wajib Pajak Dengan 
Moderasi Pemahaman 
Perpajakan  (Studi Pada 
KPP Pratama Surabaya 
Karangpilang) 
Penerapan billing system dan pemahaman 
perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan. Namun, variable pemahaman 
perpajakan tidak mampu memodernisasi 
hubungan antara penerapan billing system 
dan kepatuhan wajib pajak badan. 
Sumber : Data yang diolah 
2.3 Kerangka Pemikiran 
2.3.1 Pengaruh pemahaman sistem e-billing terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar yang dikelola 
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan 
pajak dibutuhkan wajib pajak yang patuh membayar pajak .Saat ini 
Direktorat Jenderal Pajak telah memodernisasi sistem administrasi 
perpajakan dengan menerapkan sistem e-billing. E-billing adalah metode 
pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode Billing 
berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 
Pasal 1 Angka 5 adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing 
system atas suatu jenis pembayaran atau  setoran yang akan dilakukan 
wajib pajak. Tidak hanya menerapkan sistem e-billing tetapi Direktorat 
Jenderal Pajak melakukan penyuluhan kepada wajib pajak supaya wajib 
pajak mengetahui cara pembayaran pajak menggunakan system e-billing 
dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak sehingga 





Hasil penelitian Mutia Laraswati, dkk (2017) menunjukkan bahwa 
pemahaman sistem e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
2.3.2  Pengaruh kualitas sistem terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak 
Pengertian kualitas  adalah kesesuaian antara tujuan dan manfaatnya. 
Menurut West Chruchman dalam (Krismiaji, 2010:1) Definisi sebuah 
system yaitu serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai 
serangkai tujuan. sebuah system memiliki tiga karakteristik, yaitu:  
1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau 
dirasakan;     
2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang 
terlibat dalam sebuah system; dan 
3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapaidari kegiatan 
koordinasi komponen tersebut. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas sistem 
merupakan karakteristik kualitas yang diinginkan pengguna dari sistem 
informasi itu sendri untuk mencapai tujuan dan manfaat sistem tersebut. 
Dalam penelitian ini kualitas sistem sangat berpengaruh, lebih-lebih jika 
sistem itu berkualitas, ini akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak serta 
mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian Tri Utami, dkk (2017) menunjukkan bahwa kualitas 





2.3.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak 
 
Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan 
merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran perundang undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau 
dengankata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) 
agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada definisi tersebut 
sudah jelas bahwa sanksi pajak ini alat pencegah supaya wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan sehingga wajib pajak akan patuh dan dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian Anna Pertiwi, dkk (2017) menunjukkan bahwa sanksi 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
2.3.4 Pengaruh gender terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 
 
gender merupakan jenis kelamin sosial, yang berbeda dengan jenis 
kelamin biologis. Dikatakan sebagai jenis kelamin sosial karena 
merupakan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi budaya dan norma 
sosial masyarakat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan dan 
membedakan antara peran jenis kelamin laki–laki dan perempuan. Dalam 
penelitian ini, digunakan gender tidak ada hubungannya sama tingkat 
kepatuhan wajib pajak tetapi hanya saja peneliti ingin mengetahui tingkat 





Hasil penelitian Erica Kakunsi, dkk (2017) menunjukkan bahwa 
gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Dari penjelasan diatas, peneliti menggunakan 4 faktor yang dirasa 
penting untuk diteliti lebih lanjut dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama 
Tegal, yaitu pemahaman system e-billing, kualitas system, sansi pajak, dan 
gender 
 
 Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan 
sebagai berikut:                   
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                                                   H4 
           H5 
                                                            H1 
                                                                  
      





Pemahaman system e- 














2.4 Perumusan Hipotesis 
H1 : Pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak dan  
   gender berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan  
   wajib pajak orang pribadi. 
H2 : Pemahaman sistem e-billing berpengaruh positif terhadap tingkat  
   kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
H3 : Kualitas system berpengaruh positif terhadap tinglat kepatuhan  
   wajib pajak orang pribadi. 
H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan  
   wajib pajak orang pribadi.  
H5 : Gender tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan  
   wajib pajak orang pribadi. 
H6 : Terdapat perbedaan pemahaman system e-billing, kualitas sistem, 
   sanksi pajak, dan kepatuhan pajak antara wajib pajak orang  














3.1 Pemilihan Metode 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 
penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini menekankan pada 
analisis data dengan prosedur statistik serta pengujian teori-teori dengan 
melalui variable-variabel penelitian dengan angka. Sumber datanya berupa 
data primer dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan random 
sampling atau acak. 
3.2  Lokasi Penelitian  
Tempat penelitian yang digunakan adalah KPP Pratama Tegal yang 
berlokasi di Jl. Kol. Sugiono No. 5 Tegal 52113 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple 
random sampling. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Patama Tegal, Jumlah 
wajib pajak pada KPP Pratama Tegal sebanyak 3.673 orang. 
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan rumus Slovin sebagai berikut.                           
       
 





Maka n = 
     
            2
 
  = 97.34959 
  = 97 (dibulatkan) 100 responden 
Keterangan : 
n  =  jumlah sampel  
N =  populasi  
e  = Eror Tolerance 
Berdasarkan hasil perhiungan diatas, maka jumlah sampel yang 
ditentukan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. 
3.4 Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel 
3.4.1 Definisi Konseptual 
Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah 
variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan 
memudahkan dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 
mengoperasionalkannya di lapangan.  Untuk memahami dan memudahkan 
dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan 
ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang 
akan diteliti, antara lain: 
A. Tingkat kepatuhan wajib pajak  
Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai 





peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi 
seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum 
maupun administrasi, terdiri dari 5 pertanyaan kuisioner. (Santoso. 2008) 
B. Pemahaman sistem e-billing 
Pemahaman sistem e-billing Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral 
Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 1, sistem pembayaran pajak 
secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara 
elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan 
menerapkan billing system. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-
26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 2, billing sistem adalah metode pembayaran 
elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode Billing berdasarkan 
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 5 
adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing sistem atas suatu 
jenis pembayaran atau  setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak, terdiri 
dari 5 pertanyaan kuisioner. 
C. Kualitas sistem 
Pengertian kualitas  adalah kesesuaian antara tujuan dan manfaatnya. 
Definisi sebuah system yaitu serangkaian komponen yang dikoordinasikan 
untuk mencapai serangkai tujuan. sebuah system memiliki tiga 
karakteristik, yaitu:  
1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau 





2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang 
terlibat dalam sebuah system; dan 
3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapaidari kegiatan 
koordinasi komponen tersebut. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas sistem 
merupakan karakteristik kualitas yang diinginkan pengguna dari sistem 
informasi itu sendri untuk mencapai tujuan dan manfaat sistem tersebut. 
Dalam penelitian ini kualitas sistem sangat berpengaruh, lebih-lebih jika 
sistem itu berkualitas, ini akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak serta 
mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. terdiri dari 5 pertanyaan kuisioner. 
Menurut West Chruchman dalam (Krismiaji, 2010:1) 
D. Sanksi pajak 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran 
perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengankata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 
norma perpajakan, terdiri dari 5 pertanyaan kuisioner. (Mardiasmo. 
2009:57) 
E. Gender 
Gender merupakan jenis kelamin sosial, yang berbeda dengan jenis 
kelamin biologis. Dikatakan sebagai jenis kelamin sosial karena 





sosial masyarakat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan dan 
membedakan antara peran jenis kelamin laki–laki dan perempuan, terdiri 
dari perbedaan pada identitas responden. (Setiawan, 2012) 
3.4.2 Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih 
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. 
Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari 
masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap 
indikator-indikator yang membentuknya.  












a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 
b. Kepatuhan untuk  menyetorkan kembali 
Surat    Pemberitahuan     (SPT) 
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan  
pembayaran  pajak terutang 





a. Paham penggunaan sistem e-billing 
b. Paham mengoperasikan e-billing, 
c. Paham tujuan e-billing 
Likert 
Kualitas system (X2) 
(Krismiaji, 2010:1) 
 
a. Memudahkan dalam melakukan 
penyetoran pajak 
b. Kualitas keamanan cukup kuat untuk 
melindungi informasi pembayaran 
pajak. 
Likert 
Sanksi Pajak (X3) 
(Mardiasmo. 2009:57) 
a. Wajib pajak mendapat sanksi apabila 








a. Laki-laki      (1) 
b. Perempuan  (0) 
Nominal 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data disini menggunakan teknik kuisioner. 
Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui penyebaran 
kuisioner yang disebaarkan kepada responden secara langsung. Dalam 
penelitian ini kuisioner disusun sesuai dengan pernyataan dan responden 
diminta memberikan tanggapan dengan memberikan tanda chek list (   
  Instrumen yang digunakan untuk mengukur variable penelitian ini 
dengan menggunakan skala likert 5 point. Jawaban responden berupa 
pilihan lima alternatif yang ada, yaitu : 
1. Skor 5 untuk kuisioner dengan jawaban Sangat Setuju 
2. Skor 4 untuk kuisioner dengan jawaban Setuju 
3. Skor 3 untuk kuisioner dengan jawaban Netral 
4. Skor 2 untuk kuisioner dengan jawaban Tidak Setuju 
5. Skor 1 untuk kuisioner dengan jawaban Sangat Tidak Setuju 
 
3.6 Teknik Pengolahan Data 
Data yang diperoleh kemudian akan diolah menggunakan aplikasi 
analisis data statistic atau dikenal denga SPSS versi 22.program SPSS 







3.6.1 Uji Kualitas Data  
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis 
sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 
tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat 
keandalan (reliability) dan tingkat keabsahan (validity) yang tinggi. Oleh 
karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan 
keabsahannya.  
3.6.1.1  Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
(Sunyoto, 2011). Pengujian ini dilakukan dengan menghitung korelasi 
antara skor butir instrumen dengan skor total dengan menggunakan 
corrected item-total correlation yang kemudian dibandingkan dengan r 
tabel.  Nilai r tabel diperoleh dari degree of freedom = N – 2. Apabila nilai 
korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap 
valid. Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan 
tersebut dianggap tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian.Hal 
tersebut menggunakan uji validitas 
3.6.1.2  Uji Reliabilitas   
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suat kuisioner yang 





kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”. Pengujian 
reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel 
jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. 
  
3.7 Uji Hipotesis 
Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti apabila jumlah 
variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2012) 
Persamaan regresi untuk empat prediktor adalah  
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e 
Keterangan:  
Y   =   Tingkat kapatuhan wajib pajak Orang Pribadi  
A   =   Bilangan konstan  
B   =   Koefisien arah regresi  
X1 =   Pemahaman system e-Billing  
X2 =   Kualitas system 
X3 =   Sanksi Pajak  
X4 =   Gender     
e    =   error. 
3.7.1 Uji signifikansi Simultan (uji statistik F)  
Tidak seperti uji t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi 





sama dengan nol. Uji F menguji joint hipotesia bahwa b1, b2, dan b3 
secara simultan sama dengan nol,atau :  
H0 : b1 = b2 = …….= bk = 0  
HA : b1 ≠ b2 ≠…….. ≠ bk ≠ 0  
Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan 
terhadap garis regresi yang di observasi maupun estimasi, apakah Y 
berhubungan linear terhadap X1, X2 dan X3.   
3.7.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t)  
Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variable 
independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable 
dependen. 
Pengambilan keputusan : 
1. thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  
Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  
2. thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak   
Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variable 
dependen. 
3.7.3 Uji Koefisien determinasi (𝐑𝟐)  
Menurut Ghozali (2012:97), uji koefisien determinasi (R2) dilakukan 
untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 
1. Semakin kecil nilai R2, maka semakin terbatas kemampuan variabel-





3.7.4  Uji T-test Independen 
Uji T-test independen ini digunakan untuk menguji hipotesis 
komperatif (uji perbedaan). Uji beda Independent Sample T-test digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan gender atau jenis kelamin 
yang tidak berhubungan (bebas) satu dengan yang lain, dengan tujuan 
apakah gender atau jenis kelamin tersebut mempunyai rata-rata yang sama 
ataukah tidak secara signifikan, dengan asumsi data berdistribusi normal 
dengan jumlah sampel 100 (50 sampel laki-laki dan 50 sampel perempuan. 
Dengan penelitian ini, uji T-test independen digunakan untuk menguji 
signifikan beda rata-rata gender yang tidak berhubungan, yaitu laki-laki 
dengan perempuan. 
Mengetahui apakah variancs populasi identik ataukah tidak dengan 
hipotesis sebagai berikut : 
 
HO : variance populasi tingkat kepatuhan wajib pajak antara 
responden laki-laki dan perempuan adalah sama. 
HA : variance populasi tingkat kepatuhan wajib pajak antara 
responden laki-laki dan perempuan adalah berbeda. 
Pengambilan Keputusan :  
Jika probabilitas > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak jadi variance sama 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal 
Pada bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inpeksi 
Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. 
Soejono Brotodihardjo, dengan wilayah kerja dari kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk 
Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu 
belum terbentuk.  
Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat 1 Tegal, usaha untuk 
menggali potensi pajak terus digalakkan seiring dengan perkembangan 
perekonomian di kedua daerah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga 
sekarang ini, tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga 
terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga 
dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi sekitar daerah 
Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang 
memiliki area bawang merah dan cabai merah yang luas mampu 
memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan 






Karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan 
peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak 
mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi kantor 
Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan 
persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak 
Tegal dengan Peresmiannya dilakukan oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi 
Sukarya. Untuk sementara pimpinan kantor dijabat Bapak Soeryodiningrat 
merangkap sebagai Kepala Bagian Langsung. 
Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh 
Dirjen pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak 
Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh: 
1) Drs. H. Amron Loebis 
2) Drs. C.B. Noibarnu 
3) Drs. Soeharto 
4) Drs. Sampurna Ribudi 
5) Drs. H. Soemartoyo 
6) Drs. Djangatas KaroKaro 
7) Drs. Suwandi 
8) Asrosi Chusnan, S.H. 
9) Abdurochim, S.H, M.M. 






Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan Dirjen 
Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 
tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, 
diatur tentang perubahan penanaman dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen 
Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan tetapi juga 
mengutaman pelayanan administrasi pajak kepada masyarakan terutama 
bagi Wajib Pajak. 
Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal (KPP) dengan menerapkan system administrasi perpajakan 
modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor: 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang 
“Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kepala Kantor sebagai berikut: 
1) Drs. Moh. I. Budhy Triwindu 
2) Drs. Suwarno, MBA. 
3) Adilega Tanius 
4) Johny Victo 





KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai KDL Tingkat 1 dan 
Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai 
sejak masih menempati gedung milik Negaara di Jalan Dr. Sotomo, hingga 
saat ini berjalan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal. 
4.1.2 Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal 
KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam 
koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lalu 
lintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta Dan Surabaya. KPP 
Pratama tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 Km yang terdiri 
dari tiga daerah meliputi: 
1) Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal 
2) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
3) Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes 
Dengan batas wilayah sebagai berikut: 
1) Laut jawa sebagai batas wilayah utara 
2) Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan 
3) Kecamatan warureja, Kabupaten tegal sebagai batas wilayah timur 








Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari: 
1) Pertanian, antara lain: 
a. Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, 
bawang putih disekitar daerahdunung Slamet Kabupaten Tegal 
b. Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes, untuk memasok 
Pabrik gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan 
Banjaratma (Kabupaten Brebes) 
2) Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang 
meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. 
3) Pengecoran logam merupakan home industry di daerah 
KecamatanTalanh kabupaten Tegal.ang strategis dan cukup menunjang 
pemerintah adalah industry pengolahan 
4) Industri pengolahan teh, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal. 
Sektor usaha yang strategis dan cukup menunjang pemerintah adalah 
industry pengelohan the wangi dan air mineral, sedangkan industry gula 
pangkah, Jatibarang dan Banjaratma merupakan bagian dari PTP XV dan 
XVI yang berkedudukan di Solo, sehingga kewajiban perpajakannya lebih 
banyak dilaporkan ke KPP Pratama Surakarta. Untuk sektor pertanian dan 
perikanan serta pengecoran logam merupakan sector ekonomi rakyat dan 







4.1.3 Tugas dan Fungsi Tiap Seksi 
1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah 
tangga, dan kepatuhan internal 
2) Seksi Pengolahan data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dokumen, teknis komputer, pemantauan 
aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyajian laporan kinerja; 
3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat 
pemberitahuan, penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi 
wajib pajak; 
4) Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata usaha 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-
dokumen penagihan; 
5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi 





6) Seksi Pengawasaan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan 
pengawasan keputusan kewajiban perpajakan wajib pajak, 
bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib 
pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 
melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding; 
7) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah 
jumlah wajib pajak maupun objek pajak baru; 
8) Kelompok fungsional pemeriksa pajak melakukan tugas teknis 
pemeriksaan; 
9) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan konsultasi pajak serta menyusun 
rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak; 
4.1.4 Visi dan Misi KPP Pratama Tegal 
a. Visi KPP Pratama Tegal 
“Menjadikan KPP yang handal, Inovatif dan akuntabel dalam melayani 
wajib pajak” 
b. Misi KPP Pratama Tegal 
“Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak 
yang sabar dan patuh pajak” 
c. Motto KPP Pratama Tegal 




















4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal 


















































































































































































































































































































































4.2 Analisis Data 
4.2.1 Uji Kualitas Data 
Sebelum dilakukan pengujian data baik untuk analisis regresi 
berganda maupun pengujian hipotesis maka perlu dilakukan uji validitas 
dan reliabilitas data karena jenis data penelitian adalah data primer berupa 
kuisioner. 
4.2.1.1  Uji Validitas 
Uji validitas akan menguji masing-masing variable pada penelitian ini 
dimana keseluruhan variable pertanyaan memuat 20 pertanyaan yang 
harus dijawab oleh responden. Pengujian ini dilakukan dengan 
menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total dengan 
menggunakan corrected item-total correlation yang kemudian 
dibandingkan dengan r tabel.  Nilai r tabel diperoleh dari degree of 
freedom = N – 2 = 100 – 2 = 98 maka didapat r tabel 0.195  Apabila nilai 
koefisien korelasinya lebih besar dari r tabel maka dinyatakan valid. 
Berikut merupakan hasil dari uji validitas pada tiap butir-butir 
pertanyaan dari variabel Pemahaman Sistem E-billing (X1), Kualitas 












































































































































Sumber : Output SPSS 2018 
 
Tabel 4.1 diperoleh bahwa semua indikator yang digunakan untuk 
mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari rtable = 0,195 (nilai r 






4.2.1.2   Uji Reiabilitas 
Ghozali (2006:47)“mengatakan suatu kuesioner dikatakan reliabel 
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu”.  Pengujian reliabilitas menggunakan 
cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai 
cronbach alpha > 0,60. 
Adapun hasil realiblitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table 
dibawah ini : 
Tabel 4.2 








Pemahaman Sistem E-billing (X1) 
Kualitas Sistem (X2) 
Sanksi Pajak (X3) 





Sumber : Output SPSS 2018 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai 
Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat 








4.3 Uji Hipotesis 
4.3.1 Uji Regresi Berganda 
Tabel 4.3 menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t 
untuk pengujian pengaruh secara parsial. 
Tabel 4.3   









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.190 2.205  1.447 .151 
Pemahaman Sistem E-
billing 
.352 .114 .311 3.087 .003 
Kualitas Sistem .239 .108 .218 2.214 .029 
Sanksi Pajak .208 .097 .188 2.138 .035 
Gender -.877 .350 -.205 -2.506 .014 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Output SPSS 2018 
Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh persamaan regresi linear sebagai 
berikut. Y =  3.190 + 0.352X1 + 0.239X2 + 0.208X3 + (-0.877) + e  
Dimana :  
Y  : Kepatuhan Wajib Pajak  
X1 : Pemahaman Sistem E-billing  
X2 : Kualitas Sistem 





X4 : Gender 
e  : Error  
Berdasarkan Tabel 4.3 disajikan kembali nilai koefisien regresi ntuk 
masing-masing variabel bebas. Untuk variabel pemahaman sistem e-
billing (X1) bernilai 0,352 (bernilai positif), berarti pemahaman sistem e-
billing (X1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi (Y). Pemahaman sistem e-billing (X1) yang semakin baik 
berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).  
Variabel kualitas sistem (X2) bernilai 0,239 (bernilai positif), berarti 
kualitas sistem (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi (Y). Kualitas sistem (X2) yang semakin baik 
berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).  
Sanksi pajak (X3) bernilai 0.208 (bernilai positif), berarti sanksi pajak 
(X3) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi (Y). Sanksi pajak(X3) yang semakin baik berdampak positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).  
Gender (X4) bernilai -0.877 (bernilai negatif), berarti Gender (X4) 








4.3.2  Uji Signfikan Simultan (Uji Statistik F) 
Uji ini bertujuan untuk menguji pemahaman sistem e-billing (X1), 
kualitas sistem (X2), sanksi pajak (X3), dan gender secara bersama-sama 
atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). 
Hasil pengujian uji signifikan simultan (uji statistik F) dapat dilihat 
pada tabel 4.4 berikut : 
Tabel 4.4 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 168.505 4 42.126 13.932 .000
b
 
Residual 287.255 95 3.024   
Total 455.760 99    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Gender, Pemahaman Sistem E-billing, Sanksi Pajak,  Kualitas  
    Sistem 
Sumber : Output SPSS 2018 
Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui nilai Fhitung adalah 13.932, dengan 
nilai  Ftabel  sebesar 2.47. Perhatikan bahwa karena nilai F hitung 
(13.932) > Ftabel (2.47), maka disimpulkan bahwa pemahaman sistem e-
billing (X1), kualitas sistem (X2), sanksi pajak (X3) dan gender (X4) 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 








4.3.3 Uji Signfikan Parsial (Uji Statistik t) 
Uji ini bertujuan untuk menguji pemahaman sistem e-billing (X1), 
kualitas sistem (X2), sanksi pajak (X3), dan gender secara parsial terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). 
Hasil pengujian uji signifikan parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada 
tabel 4.5 berikut : 
   Tabel 4.5 









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.190 2.205  1.447 .151 
Pemahaman Sistem E-
billing 
.352 .114 .311 3.087 .003 
Kualitas Sistem .239 .108 .218 2.214 .029 
Sanksi Pajak .208 .097 .188 2.138 .035 
Gender -.877 .350 -.205 -2.506 .014 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Output SPSS 2018 
 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan mengenai hasil uji 
hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai 
berikut :   
4.3.3.1 Pengujian pemahaman sistem e-billing  terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi   
Nilai t-hitung variabel pemahaman sistem e-billing (X1) diperoleh 





sebesar 0.003 < 0.05, maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini 
berarti bahwa pemahaman sistem e-billing (X1) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada taraf 
signifikan α = 5% 
4.3.3.2 Pengujian kualitas sistem terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi   
Nilai t-hitung variabel kualitas sistem (X2) diperoleh sebesar 2.214 
lebih besar dari t-tabel 1.664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.029 < 
0.05, maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa kualitas 
sistem (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi (Y) pada taraf signifikan α = 5% 
4.3.3.3 Pengujian sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi   
Nilai t-hitung variabel sanksi pajak (X3) diperoleh sebesar 2.138 lebih 
besar dari t-tabel 1.664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.035 < 0.05, 
maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak 
(X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi (Y) pada taraf signifikan α = 5% 
4.3.3.4 Pengujian gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi   
Nilai t-hitung variabel gender (X4) diperoleh sebesar -2.506 lebih 
kecil dari t-tabel 1.664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.014 < 0.05, 





secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi (Y) pada taraf signifikan α = 5% 
 
4.3.4  Uji Koefisien Determinasi (R2)  
Berdasarkan hasil analisi regresi linear berganda juga dapat diketahui 
nilai korelasi dan koefisien determinasinya, dimana nilai korelasi 
mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen/bebas 
(Pengaruh pemahaman system e-billing (X1), kualitas sistem (X2), dan 
sanksi pajak (X4) ) terhadap variabel dependen/terikat (Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi (Y) ). 
 
                 Tabel 4.6   




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .370 .343 1.739 
a. Predictors: (Constant), ), Gender, Pemahaman Sistem E-billing, Sanksi Pajak,  Kualitas  
    Sistem 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 Sumber : Output SPSS 2018 
Berdasarkan Tabel 4.6 nilai koefisien determinasi  terletak pada 
kolom Adjust R Square. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 
0.343. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas secara simultan 
mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 






4.3.5  Uji T-test Independen 
 
Tabel 4.7 
Hasil Uji T-test Independen 
Sumber : Output SPSS 2018 
Berdasarkan Tabel 4.7 group statistic dapat dilihat untuk variabel 
pemahaman sistem e-billing (X1) bahwa rata-rata pemahaman sistem e-
billing laki-laki adalah sebesar 17.52 sedangkan untuk pemahaman sistem 
e-billing perempuan 17.56. Secara jelas dapat dikatakan bahwa rata-rata 
pemahaman sistem e-billing berbeda sedikit atau dikatakan hampir sama 
antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Dan menunjukkan 
bahwa rata-rata antara pemahaman sistem e-billing perempuan lebih tinggi 
dari pemahaman sistem e-billing laki-laki. 
Untuk variabel kualitas sistem (X2) juga dapat dilihat bahwa rata-rata 
kualitas sistem laki-laki adalah sebesar 18.32 sedangkan untuk kualitas 
sistem perempuan 18.26. Secara jelas dapat dikatakan bahwa rata-rata 
kualitas sistem berbeda sedikit atau dikatakan hampir sama antara jenis 
kelamin laki-laki dengan perempuan. Dan menunjukkan bahwa rata-rata 





Untuk variabel sanksi pajak (X3) juga dapat dilihat bahwa rata-rata 
ketakutan sanksi pajak laki-laki adalah sebesar 19.18 sedangkan untuk 
ketakutan sanksi pajak perempuan 19.58. Secara jelas dapat dikatakan 
bahwa rata-rata ketakutan sanksi pajak berbeda sedikit atau dikatakan 
hampir sama antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Dan 
menunjukkan bahwa rata-rata antara ketakutan sanksi pajak perempuan 
lebih tinggi dari ketakutan sanksi pajak laki-laki. 
Untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) juga dapat dilihat bahwa 
rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak laki-laki adalah sebesar 16.84 
sedangkan untuk rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak perempuan 17.80. 
Secara jelas dapat dikatakan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi berbeda antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. 
Dan menunjukkan bahwa rata-rata antara tingkat kepatuhan wajib pajak 
perempuan lebih tinggi dari tingkat kepatuhan wajib pajak laki-laki. 
             
  Independent Samples Test 
 
  Levene's Test 




t-test for Equality of Means 
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Sumber : Output SPSS 2018 
 
Berdasarkan data tabel 4.7 Independent samples test dapat dilihat 
untuk variabel pemahaman sistem e-billing (X1) nilai F hitung levene‟s 
test sebesar 0.028 dengan probabilitas  sebesar 0.868 karena probabilitas > 
0.05 maka H1 ditolak berarti variabel pemahaman sistem e-billing antara 
laki-laki dan perempuan mempunyai variance yang sama.  
Pada kolom t-test for equality terlihat bahwa nilai t pada t-test for 
equality yaitu sebesar -1.05 dengan probabilitas signifikan (sig. 2-tailed) 
0.917>0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman sistem e-billing 
antara jenis kelamin laki-laki tidak berbeda secara signifikan dengan 
pemahaman sistem e-billing perempuan.Dari hasil kesimpulan tersebut 
dapat dinyatakan bahwa “Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
pemahaman sistem e-billing laki-laki dan perempuan.” 
Untuk variabel kualitas sistem (X2) nilai F hitung levene‟s test 
sebesar 2.022 dengan probabilitas  sebesar 0.639 karena probabilitas > 
0.05 maka H1 ditolak berarti variabel kualitas sistem antara laki-laki dan 
perempuan mempunyai variance yang sama. Pada kolom t-test for equality 





probabilitas signifikan (sig. 2-tailed) 0.879>0.05. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa kualitas sistem antara jenis kelamin laki-laki tidak berbeda secara 
signifikan dengan kualitas sistem perempuan. Dari hasil kesimpulan 
tersebut dapat dinyatakan bahwa “Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kualitas sistem laki-laki dan perempuan.” 
Untuk variabel sanksi pajak (X3) nilai F hitung levene‟s test sebesar 
0.172 dengan probabilitas  sebesar 0.680 karena probabilitas > 0.05 maka 
H1 ditolak berarti variabel sanksi pajak antara laki-laki dan perempuan 
mempunyai variance yang sama. Pada kolom t-test for equality terlihat 
bahwa nilai t pada t-test for equality yaitu sebesar -1.030 dengan 
probabilitas signifikan (sig. 2-tailed) 0.306>0.05. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa sanksi pajak antara jenis kelamin laki-laki tidak berbeda secara 
signifikan dengan sanksi pajak perempuan. Dari hasil kesimpulan tersebut 
dapat dinyatakan bahwa “Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
sanksi pajak laki-laki dan perempuan.” 
Untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) nilai F hitung levene‟s test 
sebesar 0.221 dengan probabilitas  sebesar 0.639 karena probabilitas > 
0.05 maka H1 ditolak berarti variabel kepatuhan wajib pajak antara laki-
laki dan perempuan mempunyai variance yang sama. Pada kolom t-test for 
equality terlihat bahwa nilai t pada t-test for equality yaitu sebesar -2.284 
dengan probabilitas signifikan (sig. 2-tailed) 0.025<0.05. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak antara jenis kelamin laki-laki 





hasil kesimpulan tersebut dapat dinyatakan bahwa “Terdapat perbedaan 
yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak laki-laki dan perempuan. 
4.4 Pembahasan 
4.4.1 Pengaruh pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi 
pajak, dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi.  
Pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak, dan gender 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Hal ini sejalan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak, dan gender 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Hal tersebut berarti bahwa pemahaman sistem e-billing, kualitas 
sistem, sanksi pajak, dan gender mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini tidak jauh 
berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Utami, dkk 
(2017)  yang menyatakan bahwa „Pengetahuan tentang penggunaan e-
Billing, kualitas system, kepatuhan membayar pajak berpengaruh secara 
signifian terhadap efektifitas pelaporan pajak orang pribadi di KPP 
Karanganyar”, Anna Pertiwi (2017) “Sanksi perpajakan dan kesadaran 
wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
perpajakan”, dan Dewi Apriani, dkk (2018) yang menyatakan bahwa “Tax 





compliance wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kota Tegal”.  
 
4.4.2 Pengaruh Pemahaman sistem e-billing terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 
Pemahaman sistem e-billing berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini  sejalan dengan hipotesis 
kedua yang menyatakan bahwa pemahaman sistem e-billing berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin 
tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sistem e-billing, maka 
kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. 
Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti 
benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara 
memahami  (Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008 : 607-608) 
Pemahaman berasal dari kata paham, paham sendiri memiliki arti 
yang banyak, diantaranya : pengertian, pengetahuan yang banyak, 
pendapat, pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar, dan tahu benar. Jika 
mendapat imbuhan me- i menjadi mamahami, yang memiliki arti mengerti 
benar, mengetahui benar. Dan Jika mendapat imbuhan pe- an menjadi 
pemahaman, artinya : proses, perbuatan, cara memahami atau 
memhamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (Depdikbud, 1994: 
74). Jadi dapat dikatakan bahwa pemahaman merupakan suatu proses, cara 





E-billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan 
kode billing. Kode Billing berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak 
Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 5 adalah kode identifikasi yang 
diterbitkan melalui billing sistem atas suatu jenis pembayaran atau  setoran 
yang akan dilakukan wajib pajak. 
Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan pemahaman sistem 
e-billing adalah orang yang benar-benar mengerti tentang penggunaan, 
tujuan dan manfaat sistem e-biilling. Jadi apabila wajib pajak mengetahui 
sistem e-billing terutama dari manfaatnya yang dapat  mempermudah 
wajib pajak dalam membayar pajak. Maka akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. 
Pemahaman sistem e-billing berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Mutia Laraswati, dkk (2017) yang menyatakan bahwa 
“pemahaman sistem e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM”. 
 
4.4.3 Pengaruh kualitas sistem terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi  
Hasil penelitian ini yaitu kualitas sistem berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini  





berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi.  
Pengertian kualitas  adalah kesesuaian antara tujuan dan manfaatnya. 
Menurut West Chruchman dalam (Krismiaji, 2010:1) Definisi sebuah 
sistem yaitu serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai 
serangkai tujuan. sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu:  
1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau 
dirasakan;     
2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang 
terlibat dalam sebuah system; dan 
3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapaidari kegiatan 
koordinasi komponen tersebut. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas sistem 
merupakan karakteristik kualitas yang diinginkan pengguna dari sistem 
informasi itu sendri untuk mencapai tujuan dan manfaat sistem tersebut. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem telah memuaskan wajib 
pajak sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar 
pajak. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri 
Utami, dkk (2017) yang menyatakan bahwa “kualitas sistem berpengaruh 






4.4.4 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi  
Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. Hal ini  sejalan dengan hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran 
perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengankata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 
norma perpajakan.  
Hal ini menunjukkan semakin tinggi sanksi pajaknya maka kepatuhan 
wajib pajak akan semakin meningkat. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Anna Pertiwi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak 
Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees). 
 
4.4.5 Pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi  
Gender berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis kelima yang 





kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan adanya 
perbedaan persepsi gender atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga memiliki pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Serta menurut Ahmad Yani (2009), pada dasarnya 
gender dapat saja berubah karena kurun waktu, konteks wilayah dan 
budaya tertentu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
diantaranya yaitu Sistem kepercayaan / agama, ideology, budaya (adat 
istiadat, tradisi), Etnisitas, Golongan, Sistem politik, Sistem ekonomi, 
Sejarah serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil yang dilakukan oleh Erica 
Kakunsi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa “gender tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak”, namun hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Apriani, dkk (2018) yang 
menyatakan bahwa “gender berpengaruh terhadap  tax compliance”.  
 
4.4.6 Terdapat perbedaan pemahaman sistem e-billing, kualitas 
sistem, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak antara wajib 
pajak orang pribadi laki-laki dan wajib pajak orang pribadi 
perempuan. 
Pada penelitian ini hanya terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak 
antara laki-laki dan perempuan. Dimana wajib pajak perempuan lebih 
patuh dalam membayar pajak daripada laki-laki. Hal tersebut karena wajib 





perempuan cenderung memiliki sifat merasa bersalah apabila tidak 
membayar pajak. Serta perempuan mempunyai sifat yang kehati-hatian 
atau tidak ingin mengambil resiko apabila tidak membayar pajak. 
Sedangkan wajib pajak laki-laki membayar pajak lebih melihat kearah 
sanksi yang diberlakukan.  
Sedangkan yang lainnya seperti variabel pemahaman sistem e-billing, 
sanksi pajak,  kualitas sistem tidak terdapat perbedaan pemahaman sistem 
e-billing, sanksi pajak,  kualitas sistem antara jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Itu artinya wajib pajak laki-laki dan perempuan pada KPP 
Pratama Tegal memiliki persepsi pemahaman sistem e-billing, sanksi 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh 
pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak dan gender 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal dengan uraian sebagai berikut : 
1. Pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, sanksi pajak dan gender 
berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 
pada KPP Pratama Tegal. 
2. Pemahaman sistem e-billing berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tegal. Hal ini berarti 
bahwa dengan adanya pemahaman sistem e-billing, wajib pajak akan 
lebih mengerti cara penggunaan e-billing serta dapat membayar pajak 
kapanpun secara online tanpa harus ke KPP 
3.    Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Tegal. Hal ini berarti bahwa dengan adanya 
kualitas sistem yang baik wajib pajak akan merasa senang, nyaman 
dalam membayar pajak. 
4.    Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib 





sanksi pajak, wajib pajak akan lebih taat atau patuh untuk membayar 
pajak.  
5.   Gender berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Tegal. 
6.   Tidak terdapat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan terhadap Pemahaman sistem e-billing, kualitas sistem, 
sanksi pajak, sedangkan untuk  kepatuhan wajib pajak terdapat 
perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
5.2  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut : 
1.  Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem  e-billing, 
kualitas sistem, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal 
Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan pemahaman e-billing dari 
segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak, meningkatkan 
kualitas sistem, serta memepertegas sanksi pajak. Sehingga 
diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.   
2.   Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan 





Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah / memperbanyak 
variabel lainnya yang belum dimasukan sebagai variabel independen. 
 
5.3  Keterbatasan Penelitian 
1.   Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal sehingga kesimpulan yang 
diuraikan hanya berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
saja dan tidak dapat digeneralisasikan untuk objek yang berbeda. 
2.   Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 
sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadi bias. 
Kemungkinan terjadi bias disebabkan adanya perbedaan persepsi 
antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 
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Nama   : 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki / Perempuan 
Usia   : 
Tanggal Lahir  : 
Pekerjaan  : 
No NPWP  : 
 
Petunjuk Pengisian Kuisioner 
1. Mohon Bapak/Ibu mengisi kuisioner dan menjawab seluruh pernyataan yang ada 
guna memperlancar penelitian. 
2.  Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda Check list (√)  
pada kolom yang sudah disediakan, dengan pertunjuk sebagai berikut :  
SS = Sangat setuju N   = Normal  STS = Sangat tidak setuju 
S   = Setuju            TS = Tidak setuju 












A. PEMAHAMAN SISTEM E-BILLING 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 pemahaman sistem e-billing diperoleh dari 
sosialisasi yang diadakan oleh KPP  
     
2 Saya memahami bahwa Sistem e-billing 
merupakan salah satu sarana untuk administrasi 
pajak 
     
3 Saya sebagai wajib pajak telah memahami 
manfaat dan tujuan system e-billing. 
     
4 Saya memahami bahwa Sistem e-billing 
merupakan alat sebagai pembayaran pajak secara 
online. 
     
5 Saya memahami tujuan e-billing adalah untuk 
mempermudah pembayaran pajak  
     
Sumber : Elvina Apriani Astari 
B. KUALITAS SISTEM 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Pembayaran pajak melalui e-billing mudah, 
aman, dan terpercaya. 
     
2 Pembayaran pajak menggunakan sistem e-billing 
sangat efektif. 
     
3 Keamanan dari sistem e-billing cukup kuat untuk 
melindungi informasi yang saya sampaikan. 
     
4 Hacker tidak dapat dengan mudah mengambil 
data informasi jika saya mengunakan e-billing.  
     
5 Saya merasa puas dengan kualitas system e-
billing. 
     






C. SANKSI PAJAK 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas 
kepada setiap wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran 
     
2 Sanksi pajak sangat diperlukan untuk 
menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak 
     
3 Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat 
Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan 
Orang Pribadi adalah Rp. 100.000 
     
4 Menurut saya, denda Rp. 100.000 adalah wajar.      
5 Saya keberatan dengan adanya sanksi pidana dan 
sanksi administrasi. 
     
.Sumber : Irma Alfiah 
D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban saya sebagai warga Negara 
yang baik. 
     
2 Saya selalu melaporkan SPT (surat 
pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat 
waktu melalui e-SPT. 
     
3 Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang 
terutang dengan benar dan apa adanya. 
     
4 Saya selalu membayar pajak penghasilan yang 
terutang dengan tepat waktu. 
     
5 Saya selalu membayar kekurangan pajak 
penghasilan yang ada sebelum dilakukan 
pemeriksaan. 
     












Pemahaman Sistem E-billing Skor 
X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
1 1 4 4 3 4 5 20 
2 1 4 4 4 4 5 21 
3 1 4 4 4 5 5 22 
4 0 3 4 4 3 4 18 
5 0 3 4 4 4 5 20 
6 0 3 4 4 5 4 20 
7 0 4 4 4 5 5 22 
8 1 3 3 3 4 4 17 
9 0 3 3 3 3 4 16 
10 0 4 4 4 5 5 22 
11 1 4 4 5 4 5 22 
12 1 4 4 4 5 5 22 
13 1 3 3 3 4 4 17 
14 0 3 3 4 4 4 18 
15 0 2 3 4 4 4 17 
16 1 3 3 4 3 4 17 
17 1 2 3 3 4 5 17 
18 1 3 4 4 4 4 19 
19 0 3 3 3 4 4 17 
20 0 2 4 3 4 4 17 
21 0 3 3 4 4 4 18 
22 0 3 4 4 3 4 18 
23 1 2 3 3 4 4 16 
24 0 4 4 4 4 4 20 
25 1 3 4 3 4 4 18 
26 0 3 4 4 4 5 20 
27 1 3 4 4 4 5 20 
28 1 3 3 3 4 4 17 
29 1 3 3 4 4 4 18 
30 1 3 4 3 4 4 18 
31 1 4 3 3 4 5 19 
32 0 4 3 3 4 5 19 
33 0 2 4 3 3 5 17 
34 1 2 3 3 4 4 16 
35 1 3 4 3 3 4 17 
36 1 3 3 3 4 4 17 
37 0 2 3 4 4 3 16 
38 1 2 4 3 4 5 18 
39 0 3 3 3 4 4 17 




41 1 3 4 4 4 5 20 
42 0 3 4 3 4 3 17 
43 1 3 4 4 3 4 18 
44 0 2 3 3 3 3 14 
45 1 3 3 3 4 4 17 
46 0 3 3 4 4 4 18 
47 1 3 3 4 3 4 17 
48 1 3 3 4 4 3 17 
49 1 3 3 4 3 4 17 
50 0 2 4 3 3 4 16 
51 1 3 4 4 4 5 20 
52 1 3 4 4 4 4 19 
53 1 4 4 3 4 3 18 
54 0 3 4 4 4 4 19 
55 1 2 3 3 3 4 15 
56 1 2 4 4 4 4 18 
57 0 3 4 3 4 4 18 
58 1 2 3 3 3 3 14 
59 0 3 3 4 4 5 19 
60 0 2 3 3 3 3 14 
61 0 3 3 4 3 4 17 
62 1 2 4 3 3 4 16 
63 1 3 3 3 4 4 17 
64 1 2 3 3 4 4 16 
65 0 2 3 3 4 5 17 
66 1 3 3 4 4 3 17 
67 0 3 4 5 5 5 22 
68 0 3 4 4 3 4 18 
69 1 3 3 3 4 4 17 
70 0 3 3 3 4 5 18 
71 0 3 4 3 5 4 19 
72 0 2 3 3 4 4 16 
73 0 3 3 3 4 4 17 
74 1 2 3 3 4 4 16 
75 0 2 3 4 4 4 17 
76 1 3 3 3 4 3 16 
77 0 3 4 3 4 3 17 
78 0 2 3 3 4 3 15 
79 1 2 3 3 4 4 16 
80 1 3 4 3 3 4 17 
81 0 3 3 3 4 4 17 
82 1 3 4 4 4 4 19 
83 0 3 4 4 5 4 20 
84 1 3 3 3 4 4 17 
85 1 2 3 4 4 4 17 




87 0 3 3 3 4 4 17 
88 1 3 3 3 3 3 15 
89 0 2 3 3 3 3 14 
90 0 3 3 4 4 4 18 
91 1 3 3 4 3 3 16 
92 0 3 3 4 3 4 17 
93 0 2 4 2 3 3 14 
94 1 2 3 3 3 3 14 
95 0 3 3 4 4 4 18 
96 0 2 4 3 4 3 16 
97 1 2 3 3 4 4 16 
98 1 3 3 3 3 4 16 
99 0 2 3 3 3 4 15 



























Kualitas Sistem Skor 
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
1 1 5 4 4 4 4 21 
2 1 5 4 4 4 5 22 
3 1 5 5 4 4 5 23 
4 0 4 4 3 3 5 19 
5 0 4 4 4 4 4 20 
6 0 4 4 4 4 4 20 
7 0 5 5 4 4 4 22 
8 1 5 4 3 3 5 20 
9 0 5 4 3 3 4 19 
10 0 5 4 4 4 5 22 
11 1 5 4 4 4 5 22 
12 1 4 5 4 4 5 22 
13 1 4 4 3 3 4 18 
14 0 4 4 3 3 5 19 
15 0 4 4 3 3 4 18 
16 1 4 4 3 3 4 18 
17 1 5 4 3 3 5 20 
18 1 5 5 3 3 5 21 
19 0 4 4 3 3 4 18 
20 0 4 4 3 3 4 18 
21 0 4 4 3 3 5 19 
22 0 5 4 3 3 4 19 
23 1 4 4 3 3 3 17 
24 0 4 4 3 4 4 19 
25 1 4 3 3 3 4 17 
26 0 5 4 3 3 4 19 
27 1 5 4 3 3 4 19 
28 1 4 3 4 4 3 18 
29 1 4 3 4 4 5 20 
30 1 4 4 4 3 5 20 
31 1 5 4 4 4 4 21 
32 0 4 4 4 4 5 21 
33 0 3 3 4 4 4 18 
34 1 3 4 3 3 4 17 
35 1 4 4 3 3 4 18 
36 1 5 4 2 3 4 18 
37 0 3 3 2 2 3 13 
38 1 4 4 3 3 4 18 
39 0 4 3 3 3 3 16 
40 0 4 4 3 3 4 18 
41 1 4 3 4 4 4 19 
42 0 3 4 3 3 4 17 
43 1 4 5 4 4 5 22 




45 1 4 4 3 3 4 18 
46 0 4 4 3 3 5 19 
47 1 3 4 3 3 3 16 
48 1 3 4 3 3 3 16 
49 1 3 4 3 3 3 16 
50 0 3 3 3 3 3 15 
51 1 4 5 3 3 4 19 
52 1 4 4 4 3 5 20 
53 1 3 3 2 2 3 13 
54 0 4 3 4 4 4 19 
55 1 4 4 3 2 4 17 
56 1 4 5 2 2 5 18 
57 0 3 5 3 3 4 18 
58 1 3 3 3 3 4 16 
59 0 4 4 2 2 5 17 
60 0 4 4 3 3 5 19 
61 0 4 4 3 3 4 18 
62 1 5 4 2 2 4 17 
63 1 5 4 3 3 5 20 
64 1 4 3 3 3 4 17 
65 0 4 4 3 3 4 18 
66 1 4 4 3 3 4 18 
67 0 5 4 4 4 5 22 
68 0 5 4 4 3 3 19 
69 1 4 4 2 2 5 17 
70 0 4 4 3 3 5 19 
71 0 4 4 3 3 4 18 
72 0 5 4 2 2 5 18 
73 0 4 4 3 3 5 19 
74 1 5 4 3 3 5 20 
75 0 5 5 3 3 5 21 
76 1 4 4 3 3 4 18 
77 0 4 4 3 3 4 18 
78 0 4 4 2 2 4 16 
79 1 4 4 3 3 5 19 
80 1 4 4 2 2 3 15 
81 0 4 3 3 3 4 17 
82 1 4 3 3 3 4 17 
83 0 4 4 2 2 4 16 
84 1 4 3 2 2 4 15 
85 1 4 3 3 3 4 17 
86 0 4 3 3 3 5 18 
87 0 4 4 3 3 3 17 
88 1 4 4 2 2 4 16 
89 0 4 4 3 3 5 19 




91 1 4 3 4 3 3 17 
92 0 5 4 3 3 5 20 
93 0 4 5 3 3 5 20 
94 1 4 4 2 2 4 16 
95 0 4 4 2 2 4 16 
96 0 4 4 2 2 4 16 
97 1 3 4 3 3 5 18 
98 1 4 4 3 3 5 19 
99 0 4 4 2 3 4 17 





























Sanksi Pajak Skor 
X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
1 1 5 4 4 4 4 21 
2 1 4 4 4 4 4 20 
3 1 5 5 4 4 4 22 
4 0 4 4 4 4 3 19 
5 0 4 4 5 5 4 22 
6 0 5 4 4 5 3 21 
7 0 5 4 5 4 4 22 
8 1 3 3 4 4 4 18 
9 0 4 4 3 3 3 17 
10 0 4 4 4 4 4 20 
11 1 4 4 4 4 4 20 
12 1 4 4 3 3 4 18 
13 1 3 3 4 4 3 17 
14 0 4 4 4 4 4 20 
15 0 4 3 4 4 4 19 
16 1 4 4 4 4 3 19 
17 1 4 3 4 4 5 20 
18 1 5 4 4 4 4 21 
19 0 3 4 4 4 4 19 
20 0 3 3 4 5 4 19 
21 0 4 5 3 3 5 20 
22 0 4 4 4 4 4 20 
23 1 4 3 3 3 3 16 
24 0 3 4 5 5 5 22 
25 1 5 4 5 4 3 21 
26 0 5 4 4 4 3 20 
27 1 4 4 4 4 4 20 
28 1 3 3 3 3 4 16 
29 1 3 4 3 3 4 17 
30 1 5 4 4 4 3 20 
31 1 4 4 4 4 4 20 
32 0 5 4 4 4 4 21 
33 0 4 4 4 3 5 20 
34 1 3 3 3 3 4 16 
35 1 3 3 4 4 5 19 
36 1 4 4 4 4 3 19 
37 0 3 3 3 3 3 15 
38 1 4 4 4 4 5 21 
39 0 3 3 3 3 4 16 
40 0 4 3 4 3 4 18 
41 1 5 4 4 4 3 20 
42 0 4 4 5 5 4 22 
43 1 5 5 4 4 3 21 




45 1 3 4 3 4 3 17 
46 0 4 4 4 4 4 20 
47 1 4 4 4 4 4 20 
48 1 5 5 5 5 4 24 
49 1 4 4 4 4 3 19 
50 0 3 3 3 3 4 16 
51 1 5 4 5 4 4 22 
52 1 4 5 4 4 3 20 
53 1 4 5 5 4 4 22 
54 0 3 4 3 4 4 18 
55 1 3 3 3 3 5 17 
56 1 4 3 4 3 4 18 
57 0 4 3 4 4 3 18 
58 1 3 4 3 3 3 16 
59 0 4 4 4 4 4 20 
60 0 5 4 4 5 5 23 
61 0 3 4 3 4 4 18 
62 1 4 4 4 4 3 19 
63 1 4 4 4 4 3 19 
64 1 3 3 3 3 3 15 
65 0 3 3 3 3 4 16 
66 1 3 3 3 3 4 16 
67 0 4 4 4 4 4 20 
68 0 4 4 4 4 3 19 
69 1 4 3 4 4 4 19 
70 0 5 4 4 5 4 22 
71 0 4 4 4 4 3 19 
72 0 4 4 4 4 4 20 
73 0 4 3 5 5 4 21 
74 1 5 4 4 4 3 20 
75 0 5 5 5 5 5 25 
76 1 4 4 4 4 3 19 
77 0 4 3 4 3 5 19 
78 0 5 3 5 3 4 20 
79 1 4 4 4 4 4 20 
80 1 4 4 4 4 4 20 
81 0 5 4 4 4 4 21 
82 1 4 4 4 4 3 19 
83 0 4 4 4 5 4 21 
84 1 4 3 5 5 4 21 
85 1 5 5 4 3 3 20 
86 0 4 4 4 4 4 20 
87 0 4 4 4 4 4 20 
88 1 3 3 3 3 3 15 
89 0 3 4 3 4 4 18 




91 1 4 3 4 4 4 19 
92 0 4 4 4 4 3 19 
93 0 4 3 4 3 5 19 
94 1 4 4 4 4 4 20 
95 0 4 4 4 4 3 19 
96 0 3 5 3 5 4 20 
97 1 4 4 4 4 4 20 
98 1 5 4 5 4 3 21 
99 0 4 3 4 3 5 19 




























Kepatuhan Wajib Pajak Skor 
Y Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 
1 1 4 3 3 4 4 18 
2 1 4 4 4 3 4 19 
3 1 5 4 4 3 4 20 
4 0 4 4 3 4 4 19 
5 0 5 4 3 4 4 20 
6 0 4 4 4 4 4 20 
7 0 4 4 4 4 5 21 
8 1 4 3 4 2 3 16 
9 0 4 3 3 2 3 15 
10 0 4 4 4 3 4 19 
11 1 4 4 4 3 4 19 
12 1 4 4 4 3 4 19 
13 1 3 4 3 3 3 16 
14 0 3 4 4 3 4 18 
15 0 4 3 3 3 4 17 
16 1 4 3 3 3 4 17 
17 1 5 4 4 3 3 19 
18 1 5 4 4 4 3 20 
19 0 5 4 3 4 3 19 
20 0 4 3 4 4 4 19 
21 0 4 5 4 4 4 21 
22 0 4 4 4 5 4 21 
23 1 3 4 4 3 3 17 
24 0 5 3 4 4 3 19 
25 1 4 4 3 3 3 17 
26 0 3 3 4 3 3 16 
27 1 4 4 3 3 2 16 
28 1 3 3 3 2 2 13 
29 1 4 4 3 2 3 16 
30 1 3 3 4 3 3 16 
31 1 4 3 4 3 3 17 
32 0 3 3 4 3 4 17 
33 0 3 3 4 4 4 18 
34 1 3 3 4 4 3 17 
35 1 4 4 4 3 4 19 
36 1 4 4 3 4 4 19 
37 0 4 3 2 2 2 13 
38 1 3 3 4 4 4 18 
39 0 3 4 3 3 3 16 
40 0 4 4 4 3 3 18 
41 1 5 4 4 4 4 21 
42 0 5 4 4 4 4 21 
43 1 3 3 3 3 3 15 




45 1 4 4 4 3 4 19 
46 0 4 4 4 4 4 20 
47 1 3 3 3 3 3 15 
48 1 3 3 3 4 3 16 
49 1 4 3 3 3 3 16 
50 0 3 3 2 2 2 12 
51 1 4 3 3 4 3 17 
52 1 4 4 4 4 4 20 
53 1 4 3 3 4 3 17 
54 0 4 3 4 4 5 20 
55 1 3 3 3 3 2 14 
56 1 4 4 3 3 3 17 
57 0 3 3 4 4 3 17 
58 1 3 4 2 3 2 14 
59 0 5 3 4 3 4 19 
60 0 5 4 3 4 4 20 
61 0 4 3 3 4 4 18 
62 1 3 3 4 3 4 17 
63 1 4 4 4 4 4 20 
64 1 3 4 3 3 3 16 
65 0 4 4 3 3 3 17 
66 1 4 3 4 3 3 17 
67 0 4 4 3 4 3 18 
68 0 4 3 4 4 3 18 
69 1 3 3 3 3 3 15 
70 0 4 4 4 4 4 20 
71 0 4 3 3 3 5 18 
72 0 4 3 3 3 4 17 
73 0 4 4 3 3 5 19 
74 1 4 4 3 3 3 17 
75 0 4 4 3 3 4 18 
76 1 4 3 3 3 3 16 
77 0 4 3 3 3 4 17 
78 0 4 4 3 3 3 17 
79 1 4 4 3 3 3 17 
80 1 4 4 3 4 3 18 
81 0 4 3 3 3 3 16 
82 1 4 4 3 4 3 18 
83 0 4 3 4 4 5 20 
84 1 3 2 1 3 3 12 
85 1 4 3 4 3 3 17 
86 0 4 4 4 5 4 21 
87 0 3 3 3 3 2 14 
88 1 4 3 2 2 3 14 
89 0 3 4 3 3 3 16 




91 1 4 3 4 3 4 18 
92 0 4 3 3 3 3 16 
93 0 4 3 3 3 3 16 
94 1 3 3 2 3 2 13 
95 0 5 3 4 4 3 19 
96 0 3 3 4 4 4 18 
97 1 3 2 3 3 2 13 
98 1 4 3 3 3 2 15 
99 0 4 3 3 3 3 16 
























UJI KUALITAS DATA 








































Hasil Uji F 
 
 
Hasil Uji t 
 
 








Uji T-test Independen 
 
  Independent Samples Test 
 
  Levene's Test 




t-test for Equality of Means 
  










Std. Error  
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
       














































































































































































Jenis Kelamin Statistic Std. Error 
Pemahaman Sistem E-billing Perempuan Mean 17.56 .274 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 17.01  
Upper Bound 18.11  
5% Trimmed Mean 17.51  
Median 17.00  
Variance 3.762  
Std. Deviation 1.939  
Minimum 14  
Maximum 22  
Range 8  
Laki-Laki Mean 17.52 .265 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 16.99  
Upper Bound 18.05  
5% Trimmed Mean 17.46  
Median 17.00  
Variance 3.520  
Std. Deviation 1.876  
Minimum 14  
Maximum 22  
Range 8  
Kualitas Sistem Perempuan Mean 18.26 .255 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 17.75  
Upper Bound 18.77  
5% Trimmed Mean 18.27  
Median 18.00  
Variance 3.258  
Std. Deviation 1.805  
Minimum 13  
Maximum 22  
Range 9  
Laki-Laki Mean 18.32 .300 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 17.72  




5% Trimmed Mean 18.32  
Median 18.00  
Variance 4.508  
Std. Deviation 2.123  
Minimum 13  
Maximum 23  
Range 10  
Sanksi Pajak Perempuan Mean 19.58 .271 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 19.04  
Upper Bound 20.12  
5% Trimmed Mean 19.58  
Median 20.00  
Variance 3.677  
Std. Deviation 1.918  
Minimum 15  
Maximum 25  
Range 10  
Laki-Laki Mean 19.18 .278 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 18.62  
Upper Bound 19.74  
5% Trimmed Mean 19.20  
Median 20.00  
Variance 3.865  
Std. Deviation 1.966  
Minimum 15  
Maximum 24  
Range 9  
Kepatuhan Wajib Pajak Perempuan Mean 17.80 .302 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 17.19  
Upper Bound 18.41  
5% Trimmed Mean 17.90  
Median 18.00  
Variance 4.571  
Std. Deviation 2.138  




Maximum 21  
Range 9  
Laki-Laki Mean 16.84 .292 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 16.25  
Upper Bound 17.43  
5% Trimmed Mean 16.88  
Median 17.00  
Variance 4.260  
Std. Deviation 2.064  
Minimum 12  
Maximum 21  
Range 9  
 
 
Pada tabel descriptives diatas menunjukkan : 
 
 
1. Variabel pemahaman sistem e-billing (X1) untuk rata-rata pemahaman 
sistem e-billing jenis kelamin perempuan sebesar 17.56 dengan skor 
minimum adalah 14, dan skor maksimum adalah 22, sedangkan untuk rata 
–rata pemahaman sistem e-billing jenis kelamin laki-laki sebesar 17.52 
dengan skor minimum adalah 14, dan skor maksimum adalah 22. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa rata-rata antara pemahaman sistem e-billing 
perempuan lebih tinggi dari pemahaman sistem e-billing laki-laki. 
2. Variabel kualitas sistem (X2) untuk rata-rata kualitas sistem jenis kelamin 
perempuan sebesar 18.26 dengan skor minimum adalah 13, dan skor 
maksimum adalah 22, sedangkan untuk rata-rata kualitas sistem jenis 
kelamin laki-laki sebesar 18.32 dengan skor minimum adalah 13, dan skor 
maksimum adalah 23. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata antara 




3. Variabel sanksi pajak (X3) untuk rata-rata sanksi pajak jenis kelamin 
perempuan sebesar 19.58 dengan skor minimum adalah 15, dan skor 
maksimum adalah 25, sedangkan untuk rata-rata sanksi pajak jenis 
kelamin laki-laki sebesar 19.18 dengan skor minimum adalah 15, dan skor 
maksimum adalah 24. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata antara 
sanksi pajak perempuan lebih tinggi dari sanksi pajak laki-laki. 
4. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) untuk rata-rata kepatuhan wajib pajak 
jenis kelamin perempuan sebesar 17.80 dengan skor minimum adalah 12, 
dan skor maksimum adalah 21, sedangkan untuk rata-rata kepatuhan wajib 
pajak jenis kelamin laki-laki sebesar 16.84 dengan skor minimum adalah 
12, dan skor maksimum adalah 21. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-
rata antara kepatuhan wajib pajak perempuan lebih tinggi dari kepatuhan 
wajib pajak laki-laki. 
